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Sifat Penting

Lampiran : -

Hal . Himbauan Larangan Praktik Mahar Politik/
Imbalan dan Pemenuhan Persyaratan dalam
Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok

Kepada Yang Terhormat,

Ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kabupaten Solok

di

Tempat

A. Dasar Hukum

i

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 10  Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non
Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan

10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Pengawasan
Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon.

B. Sehubungan dengan Proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Pada Pemilihan Tahun
2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Umum

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “Partai Politik atau gabungan
Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota.”

2. Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “Setiap orang atau lembaga
dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam
bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”

3. Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “Dalam hal putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang
atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan
sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,
Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan”,

4. Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “Setiap partai politik atau
gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang
diterima”.

5. Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2020,"XPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupateny/Kota sebelum mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon.”

6. Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2020, "Persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau 25% (dua pulub lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.”

7. Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2020, “Dalam hal Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan
memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik
yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.”

8. Pasal 38 ayat (1) Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2020, "kPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui
media massa dany/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh



.,

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang tahapan,program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. ”

9. Pasal 38 ayat (3) Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2020, "Masa pendaftaran Bakal
Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman
pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1).

10. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2020, " Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
tingkat kabupaten/kota Mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota selama masa
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).”

11. Pasal 39 ayat (2) Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2020, "Dalam hal pendaftaran Bakal
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan
Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/ kota, pendaftaran
Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik dan Gabungan Partai Politik
dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.”

12. Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU RI No. 1 Tahun 2020, “Dalam mendaftarkan Bakal
Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi
persyaratan:

pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);

menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

¢. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan
Partai Politik tingkat provinsi untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur; dan

e. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,”

13. Pasal 6 huruf e dan huruf f Peraturan BAWASLU RI Nomor 14 Tahun 2019, "Dalam
melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan
yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi
atau Panwas Kabupaten/ Kota memastikan :

e. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak menerima imbalan dari pasangan
calon pada proses pencalonan untuk mendapatkan daukungar,

f. Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta pasangan calon tidak memberi
imbalan kepada petugas pendaftaran pasangan calon”.

rangan dan Sanksi

1) Pasal 180 Ayat 1 (satu) Undang-undang No.10 Tahun 2016, "Setiap orang yang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi
Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupatj/Calon Wakil Bupati, dan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling



sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) Pasal 180 Ayat 2 (dua) Undang-undang No.10 Tahun 2016, "Setiap orang yang karena
Jjabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak
seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupatiy/Wakil Bupati, dan Walikota/Waki/
Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga pufuh enam) bulan dan paling lama 96 (Sembilan
puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

3) Pasal 185 Undang-undang No.10 Tahun 2016, “"Setiap orang yang dengan sengaja
memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk
mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil
Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil
Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling
lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas
Juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

4) Pasal 185A ayat 1 (satu) Undang-undang No.10 Tahun 2016, "Setiap orang yang dengan
sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

5) Pasal 186A ayat 1 (satu) Undang-undang No.10 Tahun 2016, “Ketua dan sekretaris
Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan
pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat
tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat
Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh
puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

6) Pasal 187B Undang-undang No.10 Tahun 2016, “Anggota Partai Politik atau anggota
Gabubungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) djpidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

7) Pasal 187C Undang-undang No.10 Tahun 2016, "Setiap orang atau lembaga yang
terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada
proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih,
atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati ,Wakil Bupati Walikota atau Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60
(enam puluh) bulan dan enda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
aan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

8) Pasal 191 ayat 1 (satu) Undang-undang No.10 Tahun 2016, “Calon Gubernur, Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil
Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon



sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda
paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

9) Pasal 191 ayat 2 (dua) Undang-undang No.10 Tahun 2016, "Pimpinan Partai Politik

ataugabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya
dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri
setelah ditetapkan ofeh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan
pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua
puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta
melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilihan yang
berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-undang, dihimbau kepada saudara Ketua DPD/DPC Partai
Politik se-Kabupaten Solok untuk melaksanakan proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
Solok pada Pemilihan Tahun 2020 dengan memperhatikan ketentuan pemenuhan
persyaratan dan larangan serta sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikianlah untuk menjadi perhatian. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua KPU Kabupaten Solok
3. Sentra Gakkumdu Kabupaten Solok (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejakasaan)

4. Arsip



